BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan
Relasi antara elite pesantren dan politik senatiasa menjadi hal yang
menarik. Persoalan keterlibatan kiai sebagai elite pesantren harus bisa dilihat
dari relasi antara Islam dan politik yang tidak dapat dipisahkan. Karena peran
elite pesantren dalam mengemban peran sosialnya, sehingga dengan demikian
kita dapat memahami secara baik pola relasi elite pesantren dengan pemangku

kebijakan pendidikan di Sumenep.

1. Temuan peneliti tentang relasi elite pesantren mempunyai modal awal,
baik dalam relasi dengan santri atau pemangku kebijakan di Kabupaten
Sumenep, pandangan peneliti setidaknya ada enam hal. Pertama, kharisma
kiai dibutuhkan dalam melegitimasi suatu kebijakan. Kedua, lembaga
pendidikan yang diselenggarakan elite pesantren mempunyai kedekatan
koheren. Karena, para elitnya berada dalam jabatan strategis, seperti
eksekutif dan legislatif. Ketiga, Para santri diarahkan pada partai politik
atau bahkan calon legislatif tertentu. Keempat, penyampaikan doktrin
politik melalui pembelajaran elite pesantren bersama santri. Kelima,
Dakwah organisasi kemasyarakatan sering menjadi sarana sosialisasi baik
dalam organisasi formal atau nonformal. Keenam, Ikatan alumni.

2. Temuan peneliti selanjutnya mengenai implementasi kebijakan pendidikan
di Sumenep ada tiga tipologi relasi dengan pemangku kebijakan

pendidikan dan pemerintah sebagai stakeholder dalam suatu pengambilan
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kebijakan pendidikan yakni:

1. Posisi kunci, yaitu posisi kunci mencakup unsur eksekutif sesuai
tingkatannya. Baik legislatif dan lembaga-lembaga pelaksana program
pembangunan. Mereka yang memiliki kewenangan secara legal untuk
membuat keputusan. Misalnya, stakeholder kunci untuk suatu
kebijakan di bidang pendidikan di tingkat kabupaten adalah (a)
pemerintah kabupaten, (b) DPRD kabupaten, (c) Kementrian Agama
dan (c) Dinas Pendidikan yang membawahi langsung program-
program pendidikan.

2. Posisi primer, yaitu posisi primer bisa mencakup. (a) para elite
peasantren dan masyarakat yang diidentifikasi akan terkena dampak
(baik positif maupun negatif) oleh suatu kebijakan. (b) tokoh
masyarakat dan (c) pihak manajer publik, yaitu lembaga atau institusi
yang punya kekuatan akar rumput yang kuat dalam penentuan dan
penerapan suatu kebijakan yang digulirkan. Mereka yang memiliki
relasi kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program
atau proyek. Mereka biasanya dilibatkan dalam proses pengambilan
keputusan yang bersifat strategis, terutama dalam penyerahan aspirasi
publik.

3. Posisi Skunder, yaitu meraka yang tidak memiliki relasi kepentingan
langsung dengan suatu kebijakan, program dan proyek, memiliki
kepedulian dan perhatian sehingga meraka turut bersuara dan berupaya

untuk memengaruhi keputusan legal pemerintah. Adapun yang dapat
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dikategorikan sebagai stakeholder sekunder seperti: kelompok-
kelompok kritis demi tujuan kemajuan pendidikan, organisasi
professional (PGRI, KNPI dan sebagainya), LSM, MUI organisasi
sosial (NU, Muhammadiyah) dan berbagai organisasai profesional dan
organisasi sosial masyarakat lainnya.

3.Temuan peneliti tentang respons masyarakat tentang kebijakan pendidikan
di Kabupaten Sumenep menginagatkan peneliti pada adagium ‘bhuppa’
bhabhu’ guru rato memiliki relevansi dengan teori relasi. Secara
hierarkial pada figur-figur utama. Orang Madura pertama-tama harus
patuh dan taat kepada kedua orang tua (nya), kemudian para ghuru
(ulama/kiai), atau elite pesantren dan yang terakhir pada rato (pemimpin
formal atau biasa disebut birokrasi). Artinya, dalam kehidupan sosial
budaya orang Madura terdapat standar referensi kepatuhan terhadap
figur-figur utama secara hierarkial. Sebagai aturan formatif yang
mengikat setiap orang Madura maka pelanggaran atau paling-tidak
melalaikan aturan itu akan mendapatkan sanksi sosial sekaligus sanksi
kultural.

Respons masyarakat tentang kebijakan pendidikan di Kabupaten
Sumenep dari hasil penelitian ini masyarakat melihat kebijakan
pendidikan Kabupaten Sumenep terjadi pro-kontra sebagian setuju dan
mengharapkan agar tetap dipimpin oleh tokoh elite pesantren ketimbang
dipimpin oleh orang yang tidak jelas dan hanya akan mengeruk

kekayaan Sumenep dan tidak berpihak pendidikan pesanren, hal ini
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nampak mulai sejak reformasi bergulir, para tokoh elite pesantren di
Sumenep berada di wilayah birokrasi baik Eksekutif atau legislatif.
Karena secara umum Sumenep lembaga pendidikan yang ada adalah
mayoritas lembaga pendidikan berbasis pesantren dan butuh grand
desain inovasi pendidikan yang lebih kreatif, dan tak cukup dengan
dibuktikan bahwa APBD Sumenep menjadi salah satu kabupaten yang
punya keberpihakan terhadap pendidikan swasta. Bahkan APBD

Sumenep mendapat penghargaan dari propinsi Jawa Timur.

Adapun pihak yang kontra mengharapkan agar elite pesantren
kembali pada pesantren, jangan sampai semua elite pesantren menjadi
pemimpin pemangku kebijakan harus ada tokoh yang tetap eksis
mengelola pesantren, elite pesantren lebih baik mengutus dan
mendukung orang yang dipercaya untuk menduduki legislatif atau
eksekutif sehingga elite pesantren dapat menjadi kontrol ketika ada

kebijakan yang menyimpang.

Respons masyarakat tentang implementasi kebijakan pendidikan ini
adalah bagiaman pesantren harus tetap menjaga agar citra pondok
pesantren di mata masyarakat sesuai harapan masyarakat luas. Pesantren
adalah bagian dari pendidikan nasional dan santrinya pun merupakan
bagian integral dari masyarakat. Para santri hendaknya dipersiapkan
berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk. Pesantren hendaknya
terbuka pada perkembangan dan perubahan yang terjadi, termasuk

temuan-temuan ilmiah dalam dunia pendidikan, pesantren tidak
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semestinya tenggelam pada dunianya sendiri. Terakhir, pesantren juga
diharapkan dapat dijadikan sebagai pusat studi pendidikan agama Islam

(laboratorium agama).

Maka sebagai sebuah temuan tentang respons dari masyarakat
tentang implementasi kebijakan pendidikan merupakan sebuah rumusan
kebijakan yang tampaknya sangat tergantung pada seberapa besar
pemahaman pengambil atau pemangku kebijakan tersebut terhadap
pendidikan. Oleh karena itu, biasanyapara pengambil kebijakan selalu
memiliki staf-staf khusus yang berfungsi sebagai staf ahli, agar segala
kebijakan yang diambil tidak keliru. Bahkan semestinya sebelum
kebijakan dikeluarkan, maksud dari kebijakan umum untuk memproleh
berbagai masukan, termasuk misalnya perlu diseminarkan, lokakarya,
temu ilmiah, dan sebagainya. Tanpa adanya sosialisasikan yang baik,
sebuah kebijakan akan sangat sulit diterapkan, dan mungkin saja akan

berhadapan dengan banyak masalah.

Respons yang berkembang di msayrakat juga ada yang mengapresiasi
tentang tampinya kiai dalam kancah politik praktis yang berargumentasi
Sumenep harus di kelola untuk kesejahteraan Sumenep, bukan pihak
korporasi yang lebih menguntungkan pribadi dan kelompok. Adapula
memberi catatan kritis lebih baik kiai mengayomi umat dan masyarakat
serta memberdayakan secara baik, agar kepercyaan tentang kiai dan
pesantren tetap tidak goyah dalam masyarakat. Respons berikutnya tidak

masalah dengan catatan kiai yang tampil dan aktif di gelanggang politik
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praktis ada pengganti yang bisa memimpin pesantren yang dia asuh, agar
kepemimpinan pesantren dan berbagai aktivitas pembelajaran yang

dilakukan dalam berjalan dan terjadi regenerasi kepemimpinan.

Kiai sebagai elite pesantren maupun pemerintah mempunyai
hubungan erat dengan masyarakat mereka menggunakan kekuasaan yang
dimiliki saling tawar menawar demi mendapat keuntungan. Perspektif
pemerintah kekuasaan kiai cukup kuat mengakar di masayarakat dan
dapat mempengaruhi tindakan sosial masyarakat. Hal ini terjadi, karena
posisi pemeintah butuh kauasa dari legitimator keagamaan elite
pesantren dalam melakukan kebijakan dalam berbagi ini kehidupan
termasuk bidang pendidikan. Selain itu, juga memerlukan legitimasi kiai
sebagai elite pesantren atas kebijakan-kebijakan yang bersentuhan

dengan persoalan pendidikan dan berbagai masalah ke-agama-an.

Implikasi Teoritik

Relasi elit pesantren dan politik menjadi semakin koheren Kketika
dihubungkan dengan kebijakan pendidikan yang bertujuan dan berusaha
mencari peumusan kebijakan sebagai alternatif dengan tujuan membuka
peluang bagi munculnya kebijakan terbaik. Penelitian tenatang relasi elite
pesantren dengan pemangku kebijakan di Sumenep. Posisi para elite pesantren
dan pemangku kebijakan lebih bersifat subjek dan informan aktif hal yang
diaharapkan harus lebih fokus dengan mendahulukan aspirasi dan respons

masyarakat yang ending-nya adalah kemalsahatan umum masyarkat yang
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dipimpinnya dengan fokus memberdayakan masyarakat dengan usaha kreatif

inovatif yang tidak menghilangkan lokal wisdom.

Meminjam perspektif Nusa Putra dan Herdarman ada dua alternatif bentuk
yakni satu penelitian untuk kebijakan adalah bertujuan untuk memberi
masukan bagi perumusan kebijakan penelitian ini bersiafat alternatif-afirmatif,
sedangkan pilihan kedua penelitian tentang kebijakan merupakan suatu

penelitian kebijakan yang lebih bersifat kritis-konstruktif.

Maka, peneliti dengan melihat dua bentuk penelitian hasil dari penelitian
ini lebih pada penelitian untuk kebijakan, karena lebih memberi masukan,
karena kebijakan telah dilakukan dan dalam rangka afirmasi yakni upaya
menguatkan kebijakan yang telah diimplementasikan. Sehinnga penelitian
untuk kebijakan endingnya adalah evaluasi kebijakan, namun jika besifat kritis-

konstruktif, maka lebih pada penelitian tentang kebijakan.

C. Kerbatasan Penelitian
Setiap penelitian tentu memiliki suatu berbagai keterbatasan dan
kekuranagan. Beberapa keterbatasan dan kekurangan dalam penelitian ini

adalahsebagaiberikut:
Pertama, penelitian ini hanya dilakukan satu wilayah kancah penelitian
yakni, Sumenep, bukan di Madura, walaupun satu pulau, namun Sumenep
mempunyai karakteristik keunikan dan ciri yang berbeda dengan kabupaten
lainnya, seperti tutur bahasa dan berbagai pelaksanaan suatu kebijakan

pendidikan, sehingga penelitian ini tidak bisa digeneraliasir tentang relasi
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elite pesantren dan kebijakan pendidikan yang tentu faktor sosio-kultural

Sumenep ada perberdaan dengan kabupaten di Madura.

Kedua, salah satu fakta adalah bagaimana kebijakan pendidikan yang
dilakukan adalah ada orentasi kebepihakan pada lembaga pendidikan swasta,
terlebih pada pendidikan berbasis pesantren, walapun berbagai pro-kontra
terjadi semua itu adalah dinamika dan faktanya ada perbedaan kebijakan

pendidikan antara sebelum dan sesudah reformasi.

Ketiga, Kketerlibatan elite pesantren dalam pusaran birokrasi, harus
lebih dipertegas dan butuh gran desain berupa inovasi pendidikan yang lebih
kontruktif, kreatif dalam memajukan pendidikan di Sumenep, teramsuk
ketika dihadpakan berbagai satker di bawahnya tidak baik, perlu

kepemimpinan power full yang bisadi segani oleh bawahnanya.

D. Rekomendasi
Kebijakan pendidikan mempunyai ciri dan Kkaraktersitik yang harus

menghindari adalah hal yang berkaitan sebagai berikut:

1.Kebijakan elitis
Kebijakan ini lebih banyak memberikan kesempatan kepada sebagian
kecil masyarakat dan tidak lebih banyak memberikan kesempatan
kepada sebagian masyarakat. Realitas demikian terlihat ketika awal-awal
kemerdekaan terutama dalam hal kesempatan mendapatkan layanan
pendidikan, meskipun mengejawantahkannya lebih bersentuhan dengan

persoalan mutu pendidikan. Dalam konteks ini terlihat sekali bahwa
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layanan pendidikan yang bermutu agar tidak hanya dinikmati oleh
kalangan terbatas, sementara kalangan kebanyakan sekedar mendapatkan

pelayanan pendidikan yang dari segi kualitas masih jauh dari harapan.

2.Kebijakan Pendidikan jauh dari tradisi setempat
Kebijakan pendidikan harus beresensi dalam memantapkan peningktan
dan kualitas pendidikan suatu bangsa. Maka, ketika pendidikan tidak
memerhatikan kemajemukan dan akar-akar budaya akan menyebabkan
melahirkan manusia-manusia materialistis, yang jauh dari nilai-nilai
yang dianut masyarakat bahkan bangsanya. Biasanya budaya setempat
tiak saja sangat memerhatikan nilai-nilai (etika, moral, agama, adat
Istiadat, dan sebagainya), juga sekaligus filter terhadap nilai-nilai asing
yang masuk, yang biasanya membawa nilai-nilai kebebasan, yang tentu
saja sering bertentangan dengan budaya setempat. Hal ini penting agar
kearifan lokal mendapat ruang sebagai salah satu ciri khas suatu daerah

yang dapat dikenal oleh masyarakat lain bahkan bangsa lain.

3.Kebijakan sesuai porsinya
Kebijakan yang melihat berdasar kebutuhan seperti ini juga tidak kalah
diperhatikan, sebab umumnya di negara-negara berkembang sebagian
besar masyarakatnya tinggal di pedesaan. Dengan orientasi pendidikan
kepada masyarakat kota, cepat atau lambat, langsung maupun tidak
langsung, dapat menjadi penyebab lulusan institusi pendidikan akan

lebih tertarik dengan kehidupan kota ketimbang bangga membangun
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desanya. Tingginya angka perpindahan penduduk dari desa ke kota tidak

jarang menimbulkan berbagai dampak sosial.
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